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Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila khususnya sila 1 Ketuhanan Y ang
Maha Esa dapat berfungsi sebagai acuan pemerintahan di kota Bandung sehingga tujuan penyelenggaraan
Otonomi Daerah dapat terlaksana secara maksimal tanpa mengurangi makna persatuan dan kesatuan bangsa.
Bahwa masyarakat dan pemerintahan disiapkan dan memperlengkapi diri dalam pemahaman nilai-nilai
dasar itu sehingga dapat mewujudkan tujuan nasional melalui penyelenggaraan Otonomi.

<br />

<br />

Penyelenggaraan Otonomi Daerah sgjak tahun 2001 yang lalu dimaksudkan untuk makin memperkokoh
Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Setelah Iebih
setahun di kotamadya Bandung terasa ada nuansa peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan, namun
juga sekaligus kekecewaan sebagian masyarakat.

<br />
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Fungsi-fungsi negara yang diemban oleh Pemerintahan kota Bandung adal ah kewajiban yang harus terwujud
makin baik. Untuk itu perlu mengevaluasi, apakah sila Ketuhanan Y ang Maha Esaitu telah menjadi acuan
dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari? Bila yang menjadi acuan pelayanan kepada masyarakat ini bukan
nilai-nilai dasar Pancasila, maka terwujudnya ketahanan individu masing-masing warga jauh dari harapan.
Selanjutnya secara berjenjang ketahanan keluarga sampai dengan ketahanan nasional tidak terselenggara
dengan baik.
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K etahanan Nasional niscaya didukung oleh berbagai pelayanan pemerintahan yang mengacu kepada nilai
dasar Pancasila, khususnyanilai-nilai Ketuhanan YME.
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Pelayanan pemerintahan dengan mengacu kepada "shared values' yang berbeda misalnya sikap
membedakan layanan kualitas kepada berbagai segmen masyarakat yang dilayani, hal ini akan menimbulkan
kecemburuan sosial yang dalam ini senantiasa menjadi ancaman, sebagai akibat dari ketidakmerataan hasi
pembangunan.
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Realitas yang terjadi, pelayanan aparatur pemerintahan dipengaruhi oleh masyarakat maupun tingkatan
sosial hidup warga yang datang untuk dilayani.
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Kecemburuan yang diakibatkan perbedaan layanan ini, akan menimbulkan rasa saling curiga satu sama
lainnya. Pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik yang bernuansa"SARA".
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Dari kacamata K etahanan Nasiona kondisi kecemburuan itu cenderung sangat tidak menguntungkan, sebab
dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan bahkan disintegrasi bangsa. Karenaitu nilai-nilai Ketuhanan
YME harus dapat dimiliki dan dilaksanakan baik melalui proses asimiliasi, akulturas dan interaksi sosia
yang kondusif maupun normayang berlaku. Bilamanatidak berhasil dilaksanakan, maka secara laten hal ini
akan menjadi potensi yang mengancam integritas, identitas dan kelangsungan hidup berbangsa. Dengan kata
lain akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Karena itu, agar potensi negatif yang mengancam
tidak menjadi efektif, sewgarnyalah, hasil temuan penelitian ini diantisipasi dengan pencarian solusi yang
tepat
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